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TEMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT DALAM P ot
RANPERDA RPIJPN 2025-2045

Kota global hijau yang menjadi simpul

ekonomi Asia Tenggara Penumpu ketahanan

pangan dan rantai nilai
industri nasional
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agrikultur,
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dan pendidikan STEAM bertaraf nasional
global, serta penumpu ketahanan Mandala pengembangan
: | pariwisata dan ekonomi kreatif
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Fokus Pengembangan Industri Berteknologi
Tinggi Melalui:

e Peningkatan inovasi dan riset pada industri bioteknologi

® Penerapan teknologi tinggi pada industri alat transportasi, industri
elektronika, dan industri mesin peralatan

e Hilirisasi produk agro berkelanjutan

e Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Berkelanjutan — ' : ' 'an[, k) I
e Hilirisasi Industri Ekonomi Biru (Perikanan, Galangan Kapal) - prasensn N " Uiy / ey
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Skema Pertumbuhan
02 Ekonomi 8% Jawa Barat




LPE JAWA BARAT STABIL DI SEKITAR CAPAIAN NASIONAL
LPE Triwulanan Tahun 2020 - 2024 (persen, y-0-y)
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KONDISI CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN JAWA BARAT

TPT JAWA BARAT ADALAH KEDUA TERTINGGI DI INDONESIA
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia Tahun 2005 - 2023
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[2023] 50%+ PDRB Jawa Barat Terkonsentrasi di Kawasan Industri
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[2023] 15 Kab/Kot di Jawa Barat Memiliki Persentase Penduduk Miskin yang Lebih Tinggi
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JABAR MASIH BERSTATUS LOWER MIDDLE

INCOME

PDRB per Kapita Provinsi di Indonesia
Tahun 2023 (USD)

okisakarTa [ 21172
kaumantan Tivur [ 14.160

KALIMANTAN UTARA 13.240
RIAU 10.141
KEP. RIAU 10.118
SULAWES| TENGAH 7.381
PAPUA BARAT 7.004
PAPUA TENGAH 6.793
JAMBI 5.239
PAPUA 5123
KALIMANTAN TENGAH 4941
SUMATERA SELATAN 4722
JAWA TIMUR 4.668
SULAWESI SELATAN 4,574
SUMATERA UTARA 4.483
KEP. BANGKA BELITUNG 4.455
BANTEN 4.341
SULAWESI UTARA 4.200
SULAWES! TENGGARA 4.208
KALIMANTAN SELATAN 4186
MALUKU UTARA 4179
BALI 4.088
PAPUA SELATAN 3.851
PAPUA BARAT DAYA 3.836
KALIMANTAN BARAT | 5203
DI YOGYAKARTA 3174
LAMPUNG 3.163
BENGKULU 3.038
JAWA TENGAH 2.966
GORONTALO 2.779
ACEH 2.719
SULAWES| BARAT 2.594
MALUKU 1.999
NUSA TENGGARA BARAT 1.964

NUSA TENGGARA TIMUR 1.515
PAPUA PEGUNUNGAN 1.107
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Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan untuk mencapai 8 persen.

Berdasarkan simulasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
8 persen, Provinsi Jawa Barat harus menargetkan pertumbuhan
ekonominya sebesar 8,20 persen.

PERTUMBUHAN KOMPONEN PDRB JAWA BARAT

o e e e

Konsumsi Rumah Tangga | 4.99 599

PMTB 5.00 59 6,7 7,3 7,8 8,2
Konstruksi 518 6,1 6,9 7,5 8,1 85
Infokom 7.54 6,5 7,4 8,1 8,7 9,2
Transportasi 882 | 10,3 1,7 12,8 13,8 14,5
Pertanian ... 4.21 4,5 5] 57 6,1 6,5
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PENDALAMAN PROYEKSI SECARA SPASIAL

Proyeksi target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dilakukan
menggunakan metode Financial Programming Policy (FPP)
dengan menurunkan hasil proyeksi nasional yang dibuat oleh
direktorat PMAS Bappenas dan tim transisi pada 1 Oktober
2024.

Secara teknis, pertumbuhan Jabar 8,2% bersumber dari
peningkatan elastisitas dari 0,9 menjadi 1,0-1,1, dengan share
PDRB Jawa Barat terhadap PDB nasional meningkat dari 12,1-
12,5% menjadi 12,6-12,8%

Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam kawasan Rebana
tumbuh di atas 10%, seiring dengan dimulainya konstruksi di
Subang Smart Politan.

Bogor sebagai salah satu kontributor terbesar di Jawa Barat
dan kabupaten yang memiliki KEK Lido diasumsikan bisa
tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 7,1%.

Adapun pertumbuhan ekonomi tahun 2029 di daerah
kontributor PDRB terbesar adalah sebagai berikut.

o Kabupaten Bekasi 7,2%

o Kabupaten Karawang 7,4%

o Kota Bandung 8,5% 0
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STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI ooz ()
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PERTUMBUHAN EKONOMI
TAKTIK PRABOWO GENJOT
PERTUMBUHAN EKONOMI 8%

Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis
menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%
hingga 2029. Bagaimana strateginya?

A 4 Proyeksi Ekonomi Era Prabowo

Target pertumbuhan ekonomi O/ PEGUATAN
‘ A (2025-2029) 0 INVESTASI INDUSTRI PENGUATAN
| ) ASING DALAM NEGERI UMKM
T+ Didongkrak investasi swasta =
S peoyak pamstiniah Pembangunan Pemanfaatan EBT Makan Bergizi Gratis

Fokus pada investasi hijau

Untuk mencapai target
pengurangan karbon 30%

Al Data Center

Pengolahan

Bioetanol dan )
Pengembangan Biodiesel Renovasi Sekolah &

Meningkatkan investasi 3 ) CcCS Rumah
asing IS Carbon Trading

Di tengah terbatasnya

d d tik e
pendanaan domesti : : Hilirisasi Nikel, Pengembangan Pengembangan
Membangun industri i
berbasis ekspor % T”Tj,ah' IerT,]biga’ Proyek Tanggul Laut Infrastruktur
Memperkuat rupiah - canbatinsic
terhadap kurs asing__ Pembangunan Penguatan Hilirisasi Pangan

IKN Food Estate

Sumber data:
katadata.co.id




CAUSAL LOOP ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 8 PERSEN
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Be'a.”la Tax Ratio
Pemerintah
HILIRISAS| SEKTOR PRIMER SINERGITAS
Peningkatan investasi dan szﬁhécéﬁ:AATIRGN ‘/KON EKTIVITAS ANTAR
Feoaton Ressaranang o PEMBANGUNAN WILAYAH )

Development (RnD) yang
mendukung pengembangan
teknologi pertanian dan
perikanan.

pemberdayaan perempuan
diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan
produktivitas SDM.
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pembangunan yang A > |
DIGITALISASI & INDUSTRI 4.0 terintegrasi (vertikal- PRIMER .
Produktivitas tenaga kerja horisontal) A
meningkat 0,9 - 3,4% per tahun |
akibat perubahan teknologi. INVESTASI |« Akumulasi Modal I
TRANSFORMASI h '
PERTANIAN 4 l
Melalui mekanisasi dan DIGITALISASI l
PEMBANGUN adopsi teknologi, terjadi . T T T T T T T T T T T T T T B '; I
INFRASTRUKTUR eningkatan produktivitas
; : Eektorgun ulloan daerah I Aol Bl E sl I p DRB I
Target pertumbuhan investasi p o 99 1 |
infrastruktur 15-25% per tahun (+1% - 2%pa), serta 1 . . 1 l
(BAU 10%) peningkatan kapasitas » Pendidikan dan Pelatihan | 7'y |
Sektor: konstruksi, transportasi, pengolahan (+10% - 20%pa). ! 1 / v
layanan informasi. L . 1 [ PRODUKTIVITAS I
»  Pemuliaan Kebudayaan T > SDM I
IMPLEMENTASI GREEN & : ! I
BLUE ECONOMY L) Pemberd 5 |
SOCIAL ENGINEERING Srese ke lesmaliies, ig emberdayaan Perempuan | |
DALAM PENINGKATAN . -
PRODUKTIVITAS transportasi publik, e e e e e e e e e e e == —— |
o . efisiensi energi, | 5 [
Pendidikan dan Pelatihan, peningkatan sektor nvestasi Suku Bunga
pemuliaan kebudayaan, dan maritim (10%pa) Swasta I
|
|

Guna memastikan
ketercapaian Indikator
Utama Pembanguna
Prioritas diperlukan
mekanisme perencanaan
dan pengendalian

Fokus utama pengurangan
ke emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) tanpa mengurangi
pertumbuhan ekonomi
secara signifikan.

Output Research
and Development

\4

/IMPLEMENTASI EKONOMI
HIJAU DAN BIRU

4 HILIRISASI SEKTOR

Sumber: Analisis Bappeda Jawa Barat
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Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah




Sinergi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah
untuk pencapaian target:
Gubernur memiliki peran
sebagai kepala daerah
otonom, pemerintah pusat
(GWPP), serta kepala
pemerintahan di daerah.
Untuk mewujudkan peran
tersebut, pemerintah
provinsi pada tahun 2024
telah membentuk Tim
Naradamping yang
beranggotakan unsur kepala
perangkat daerah. Tim ini
memiliki tugas melakukan
fungsi data, permasalahan
analisis wilayah, penyusunan
laporan, melakukan
koordinasi, pembinaan, dan
pengawasan, serta
menyusun rekomendasi
kebijakan

SINERGITAS DENGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DAN DESA

Provincial Government
of West Java

e Gubernur sebagai Kepala Daerah otonom
menyelenggarakan urusan sesuai
kewenangan provinsi;

e Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(GWPP) di daerah menyelenggarakan
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
(binwasdal) terhadap Kab/Kota;

e Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan di
Daerah menyelenggarakan sinergitas

pembangunan di daerah dengan K/L/Badan
dan instansi vertikal di daerah.

Gubernur
02
Pemprov
04

Pem. Desa 01 .,
Pemerintah L]

02 Pusat

Kab/

Kepala Desa Kota .

Bupati/Wali kota,
Camat-Lurah

Kementerian Teknis

Pusat;
Kanwil/Balai/Satker/Kantor
perwakilan di daerah.

Lembaga

Lembaga yang berlokasi di Daerah.
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AGREGASI PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI
JAWA BARAT

627 KECAMATAN

5311 DESA,
646 KELURAHAN

PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN

MUSRENBANG; FORUM APBD
PROVINSI PD, FORKOPIMDA > PROVINSI
PROVINSI » RKPD
[ 1UP PROVINSI NORMATIF
(LPE, TPT, KEMISKINAN, GINI b—
RASIO, IPM, STUNTING)
v v v
(N MUSRENBANG; FORUM APBD
B/KOTA PD, FORKOPIMDA > KAB/KOTA
KAB/KOTA » RKPD
[ IUP KAB/KOTA NORMATIF ]
(LPE, TPT, KEMISKINAN, GINI
RASIO, IPM, STUNTING)
v v v
MUSRENBANG; FORUM DPA
KECAMATAN PD, FORKOPIM > KECAMATAN
KECAMATAN - RENJA
1UP KECAMATAN
NORMATIF
(ZERO NEW STUNTING, —’
ZERO EXTREME POVERTY,
v v v
DESA/ MUSRENBANG DESA;
KELURAHAN FORKOPIM DESA - > APBDES
RKPDES
|
\ 4

1UP DESA NORMATIF
(ZERO NEW STUNTING,
ZERO EXTREME POVERTY,

PROSES BISNIS SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
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—» PELAKSANAAN
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—IL PELAKSANAAN 1

SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
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LAPORAN IUPP

A

LAPORAN IUPP
A

LAPORAN IUPP
A

LAPORAN IUPP




Skema Subsidi Bunga dan
04 Imbal Jasa Penjaminan
Jawa Barat




PROSES BISNIS N
PENGUATAN USAHA KECIL DAN MIKRO JAWA BARAT P e,

O
ol MonrToRING DAN
EVALUASI
e Penguatan Peran
Camat
e Pengembangan Agen
Laku Pandai
. E;. s ]
;ﬂ 1~ v ﬁEI@ v
AKSES ILMU AKSES MODAL AKSES PASAR
e Pelatihan Ekonomi e Subsidi Bunga dan e E-Katalog Lokal
Perempuan(Kab/Kota, Imbal Jasa Penjaminan e Akses Pasar Lainnya
S — . S —
Kecamatan, e KUR Super Mikro

Desa/Kelurahan)
e Pelatihan Usaha Kecil
dan Mikro lainnya

@

> BUSINESS MATCHING -
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PROSES BISNIS SUBSIDI BUNGA DAN
IMBAL JASA PENJAMINAN

Penyaluran Kredit Kepada Pelaku Usaha Ultra Mikro —

KPA Melakukan Verifikasi Pelaku Usaha Kecil
Penerima Subsidi Bunga

Pemprov Jabar Menempatkan ‘ KPA Membayar subsidi bunga
Bantuan Dana Spesifik

Subsidi Bunga 27 Kabupaten/Kota _—

>

27 Kabupaten/Kota mengalokasikan

Dana Subsidi Bunga <

Penagihan subsidi bunga kepada
KPA di 27 Kabupaten/Kota
(SUMI & MIKRO)

Pelaku Usaha Membayar Bunga Kepada bank
Usaha Super Mikro 3%
Usaha Mikro 4%
Usaha Kecil 5%
Penagihan subsidi bunga kepada
KPA di PEMPROV
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RISK ACCEPTANCE CRITERIA

SLIK

Pemohon dan pasangan tercatat lancar saat pengajuan kredit.

Usia
21 tahun atau 18 tahun (sudah menikah) sd 65 tahun saat kredit lunas

DHN
Tidak tercatat pada Daftar Hitam Nasional.

AMOLA
Dilakukan pengecekan data Anti Money Laundring.

Batasan

Suami dan istri tidak boleh menerima subsidi kredit bersamaan.
Debitur dan pasangan tidak sedang menikmati faslitas kredit prduktif dan kredit

program pemerintah
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